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BAB IV 

ALASAN UNSC BELUM MAMPU MENGELUARKAN 
KEBIJAKAN YANG TEGAS DALAM MERESPON 

KEKERASAN TERHADAP ROHINGYA (STUDI CASE: 
PERTEMUAN FORMAL PERTAMA PASKA 

PENYERANGAN 25 AGUSTUS 2017) 

 

 Paska meledaknya gelombang terbaru kekerasan 
teradap Suku Rohingya pada tanggal 25 Agustus 2017, 
berbagai organisasi hak asasi manusi berbondong- bonding 
memberitakan dan membuat penelitian tentang indikasi 
adanya crimes against humanity disana. Militer dibantu 
dengan kelompok pribumi Budha, terbukti telah meluncurkan 
serangan ke desa yang ditempati oleh Suku Rohingya dan 
melakukan pembunuhan besar- besaran, pemerkosaan disetai 
kekerasan seksual, dan juga pembakaran masal properti yang 
dimiliki Rohingya (Human Rights Watch, 2018). Penyerangan 
yang dilakukan oleh militer ini dianalisiskan sebagai serangan 
yang sistematik dan tersebar luas. Kejadian ini 
mengindikasikan  terjadinya pelanggaran penghormatan 
terhadap hak asasi manusia dan  juga crimes against humanity 
sebagai mana yang tercantum dalam hukum internasional. 
Militer yang dibantu oleh pribumi Budha ini telah melakukan 
kejahatan besar dengan melakukan kekerasan yang sistematik, 
serta deskriminasi berat terhadap suku minoritas. 

 Mengesampingkan kejahatan berat tersebut, UNSC 
tetap saja stagnan dalam mengupayakan upaya damai dengan 
berkoordinasi dengan Pemerintah Myanmar.Hal ini tentu saja 
sangat kontroversial.Banyak pihak mempertanyakan yang 
menjadi alasan sebenarnya dibalik tidak mampunya UNSC 
memberikan keputusan yang tegas kepada Pemerintah 
Myanmar, baik mungkin itu berupa sanksi ataupun 
merekomendasikan masalah ini untuk dibahas di ICC. 
Meskipun berbagai negara anggota telah mengespresikan 
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keprihatinanya kepada kondisi Suku Rohingya dan mengecam 
operasi militer, pada realitasnya output yang dihasilkan setiap 
pertemuan tidak sejalan dengan hal itu.  

 Untuk itu, di dalam Bab IV ini akan dibahas tentang 
alasan yang lantas menyebabkan UNSC tidak bisa melahirkan 
kebijakan yang tegas  dalam merespon ledakan kekerasan di 
Krisis Myanmar pada 25 Agustus. Dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan contoh kasus yaitu pertemuan pada 
tanggal 28 September  2017 yang merupakan formal briefing 
pertama setelah beberapa tahun krisis terjadi. Selain itu, 
pertemuan yang diajukan oleh Mesir, Prancis, Kazakhstan, 
Swedia, Senegal, Inggris dan Amerika Serikat ini juga 
diadakan untuk merespon eskalasi kekerasan pada 25 Agustus 
2017. Meskipun pertemuan ini berbentuk briefing, namun 
tetap memberikan harapan untuk peningkatan resolusi UNSC. 
Hal ini disebabkan adanya banyak kejadian dimana pada saat 
briefing ini diajukan wacana untuk pengajuan draft resolusi 
terkait suatu kasus.  

A. Briefing Publlik  dan Harapan Progres Aksi UNSC 

Pada pertemuan ini, UN Secretary General 
António Guterres akan memberi penjelasan kepada 
UNSC tentang krisis di Myanmar atas permintaan Mesir, 
Prancis, Kazakhstan, Senegal, Swedia, Inggris dan 
Amerika Serikat. Penasihat keamanan nasional Myanmar, 
Thaung Tun, dan perwakilan dari Bangladesh juga 
berpartisipasi. Ini menjadi briefing publik pertama di 
Myanmar sejak Juli 2008. UNSC dalam pertemuan 
formal ini akanmembahas tentang debat tingkat tinggi di 
UNGA serta diskusi bilateral (SecurityCouncil, 2018).  

 Sebelumnya, Oganization of Islamic 
Coorperation (OIC) sebagai organisasi solidaritas Islam 
juga bertemu pada tingkat menteri untuk merespon 
ledakan kekerasan 25 September.Tiga negara UNSC yaitu 
Kazakhtan, Senegal dan Mesir yang juga merupakan 
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anggota aktif OIC, mereferensikan pernyataan kolektive 
dalam organisasi tersebut didalam forum UNSC. Mereka 
menyatakankeprihatinan atas tindakan kekerasan dengan 
level “ethnic cleansing” yang dilakukan oleh pasukan 
keamanan pemerintah terhadap Rohingya, serta 
menyerukan kepada Pemerintah Myanmar untuk 
membuat pernyataan resmi tentang korban jiwa dan 
pengungsi internal Rohingya; menghentikan 
kekerasan,mendesak pemerintah untuk 
menerimaUNFact- Finding Missionyang telah ditugaskan 
untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran. 
hukum hak asasi manusia internasional.  

 Berbagai negara dalam pertemuan formal ini juga 
mendesak UNSC untuk mengambil tindakan terhadap 
masalah Rohingya dan juga mendorongsegera dibuatnya 
resolusi yang tegas untuk menindak Pemerintah Myanmar 
yang dianggap lalai mengontrol militernya. Sayangnya, 
meskipun sempat terdapat harapan besar akan resolusi 
terkait dengan ditemukannya bukti akan kekerasan dan 
crimes against humanity pada serangan 25 Agustus 2017 
tersebut, nyatanya tidak ada hasi formal yang diimpikan 
masih belum terwujud. 

 Dengan menggukan contoh kasus ini, dapat 
digambarkan apa yang terjadi didalam UNSC sehingga 
kebijakan yang tegas belum dapat dihasilkan. Hal ini 
disebabkan terdapat pola berulang dimana hampir setiap 
pertemuan yang membahas wacana dibuatnya draft 
resolusi tentang kebijakan yang tegas, Cina dan Rusia 
adalah negara  yang selalu menjadi aktor oposisi utama.  
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Dalam proses pembuatan kebijakan Krisis 
Myanmar ini, negara- negara tersebut terbagi menjadi tiga 
kubu, yaitu kubu pro-Pemerintah Rohingya, kubu pro-
Suku Rohingya dan juga negara kubu non- konfrontatif. 
Kubu pro-Pemerintah Myanmar diisi oleh Rusia dan 
China. Sementara itu, kubu pro- Rohingya diisi oleh 
Amerika, Perancis, Inggris, Itali, Ukraina, Kazahtan, 
Swedia, Mesir dan Senegal. Serta, kubu negara menengah 
diisi oleh Bolivia, Ethiopia dan Uruguai.  

Dengan menggunakan model birokratik politik, 
proses pembuatan kebijakan pada tanggal 28 September 
dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Hasil: Tidak ada rencana pembuatan draft resolusi tentang kebijakan yang tegas 

Gambar  9: Proses Pembuatan Kebijakan tentang Krisis Myanmar pada 28 September 2017: 
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Keterangan: 
1. Warna:  

Warna didalam model didasarkan dari perbedaan kubu, 
yaitu: 
 Negara Pro-Pemerintah Myanmar 

Terdiri dari Rusia dan China 
Negara non-konfrontatif 

Terdiri dari negara Jepang, Ethiopia, 
Uruguai, dan Bolivia 

Negara Pro- Rohingya 
Terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, 
negara koalisasi Uni Eropa (Perancis, 
Swedia dan Itali), serta negara koalisasi 
OKI (Kazakhstan, Senegal dan Mesir). 
 

2. Ukuran: Besar kecilnya lingkaran menentukan power. 
3. Hubungan antar aktor:  

Berhubungan Sangat 
Dekat/ Aliansi.  
Aliansi antara Amerika 
Serikat, Inggris dan negara EU 
terutama Perancis terkait isu 
ini dikarenakan adanya 
persamaan prespektif. 
Amerika Serikat, Inggris dan 
Perancis merupak negara yang 
paing sering bekerjasama 
untuk mengajukan retensi 
Krisis Myanmar agar  dibahas 
di pertemuan UNSC. 
 
Aliansi antara Rusia dan 
China dalam pembahan Krisis 
Myanmar disebabkan adanya 
persamaan posisi untuk 
melindungi Pemerintah 
Myanmar. 
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    Berhubungan dekat 
 

Meski belum menjadi anggota, 
Ukraina mempunyai 
persamaan prespektif dengan 
negara- negara Uni Eropa 
terkait isu ini. 
 
Salah satu yang menyebabkan 
munculnya negara non- 
konfrontatif disebabkan oleh 
adanya hubungan dekat 
dengan China sebagai koalisi 
Pemerintah Myanmar 

 
    Negara yang bersitegang 
 

Amerika serikat dan koalisi 
Rusia-China sering kali 
terlibat perdebatan terkait isu 
ini, disebakan perbedaan 
posisi dan prespektif. Amerika 
Serikat juga sering 
mengutarakan kritik atas 
Rusia- China yang selalu 
membela Pemerintah 
Myanmar. 
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B. Intervensi Krisis Myanmar: Perbedaan Prespektif 
 Sebagaimana yang dibahas dalam bab iii, di 
dalam sidang UNSC terdapat negara  anggota tetap 
dan non tetap. Negara anggota tetap diisi oleh 
Amerika, Perancis, Inggris, Rusia, dan 
China.Sementara itu, negara anggota non- tetap dipilih 
oleh UNGA untuk menjabat selama 2 tahun. Pada 
pertemuan formal pertama 28 September, negara non- 
tetap yang menjabat adalah Bolivia, Kazahtan, Swedia, 
Mesir, Sengal, Ukraina, Jepan, Bolivia, Ethiopia, dan 
Uruguai. Pertemuan ini dipimpin oleh Ethiopia 
sebagai presiden yang dipilih untuk menjabat 
semenjak 1 September 2017. 
 Dalam proses pembuatan kebijakan Krisis 
Myanmar ini, negara- negara tersebut terbagi menjadi 
tiga kubu, yaitu kubu pro-Pemerintah Rohingya, kubu 
pro-Suku Rohingya dan juga negara kubu non- 
konfrontatif. Kubu pro-Pemerintah Myanmar diisi 
oleh Rusia dan China. Sementara itu, kubu pro- 
Rohingya diisi oleh Amerika, Perancis, Inggris, Itali, 
Ukraina, Kazahtan, Swedia, Mesir dan Senegal. Serta, 
kubu negara menengah diisi oleh Bolivia, Ethiopia 
danUruguai.  
 

Negara Pro- Pemeritah Myanmar 

 China telah menjadi negara pendukung terbesar 
Myanmar semenjak lama. Kedua negara ini telah 
memiliki hubungan yang dekat semenjak pemerintahan 
militer Junta. Dalam permasalahan Krisis Myanmar, 
Ambassador China di Myanmar, Hong Liang menyatakan 
support kepada Pemerintah Myanmar dalam mengatasi 
isu di Rakhine State, dan berjanji akan mendampingi 
Myanmar di skala internasional (The Irrawaddy, 2017). 
Walaupun mengeklaim sebaliknya, bagi Cina ketegangan 
antara diperbatasan Bangladesh dan Myanmar merupakan 
ancaman bagi ambisi regionalnya. Beijing memiliki 
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kepentingan geopolitik dan ekonomi di Myanmar, 
khususnya di Rakhine, di mana ia mengembangkan 
pelabuhan di kota Pelabuhan Kyaukpyu. Beijing tidak 
ingin krisis Rohingya menghambat kemajuan kerjasama 
antara ekonomi Bangladesh, China, India, Myanmar (New 
York Times, 2017) 
 Myanmar terletak diantara dua negara yang sama- 
sama menginginkan sumber alamnya, yaitu Cina dan 
India. Sejak 1990-an, perusahaan-perusahaan Cina telah 
mengeksploitasi kayu, sungai, dan mineral di Negara 
Bagian Shan di utara. Di Rakhine State, kepentingan Cina 
dan India adalah seputar pembangunan infrastruktur dan 
saluran pipa di wilayah tersebut. Proyek tersebut nantinya 
akan menyalurkan minyak dan gas di seluruh Myanmar. 
Di antara banyak proyek pembangunan, pipa 
transnasional yang dibangun oleh China National 
Petroleum Company (CNPC) menghubungkan Sittwe, ibu 
kota Rakhine, ke Kunming di China, telah mulai 
beroperasi pada September 2013. Sehingga adanya 
pertikaian antara Pemerintah Myanmar dan kelompok 
muslim bersenjata dikhawatirkan mengganggu bisnis ini 
(New York Times, 2017)i. 
 Dengan berbagai kepentingan langsung dan tidak 
langsung yang dimilikinya ini, China memegang peran 
besar dalam memblokade segala draft resolusi UNSC 
yang melawan Pemerintah Myanmar. Dengan 
menggunakan jastifikasi mentah- mentah yang diberikan 
oleh Pemerintah Myanmar bahwa penyerangan dilakukan 
untuk “membasmi teroris”, China mendeklarasikan 
bahwa apa yang terjadi di Rakhine adalah permasalahan 
internal (New York Times, 2017). Sehingga China 
menganggap bahwa segala keputusan yang tegas dan 
intervensi tidak diperlukan. 
 Dalam membela Myanmar, China tidak sendiri. 
Rusia sebagai aliansi lama dari China juga sering kali 
melakukan blokade terhadap keputusan UNSC yang 
dinilai “menghakimi” Pemerintah Myanmar terkait 
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kekerasan terhadap Suku Rohingya. Seperti aliansinya 
yaitu China, Rusia melarang segala intervensi terhadap 
“persoalan domestik” di Myanmar dan juga tetangkap 
mendukung beberapa usaha China untuk memblokade 
draft UNSC.  Selain itu, Rusia juga dikritik oleh Amerika 
Serikat atas persetujuannya untuk menjual pesawat 
tempur kepada Myanmar , padahal Pemerintah Myanmar 
terbukti sering melakukan serangan udara kepada Suku 
Rohingya(US News, 2018). 

 

Negara Non- Konfrontatif 
 Kategori negara kubu  non-konfrontatif ini diisi 
oleh negara Bolivia, Ethiopia dan juga Uruguai serta 
Jepang. Biasnya negara- negara yang berada di kubu ini 
sadar akan keadaan Suku Rohingya yang memprihatinkan, 
serta mendukung operasi bantuan humanitarian. Namun, 
negara- negara ini juga berpendapat bahwa belum 
waktunya untuk intervensi, pemberian sanksi apalagi 
merekomendasikan masalah ini ke ICC. Negara Kubu 
Menengah lebih menekankan koorperasi dengan 
Pemerintah Myanmar. Hal ini bisa disebabkan oleh 
berbagai faktor seperti ideologi atau kedekatan dengan 
negara kubu pro- Pemerintah Myanmar. Negara yang 
tergabung di golongan ini juga merupakan negara yang 
mempunyai vote yang  sulit diprediksi dan seringkali 
abstain. 
 Jepang menegaskan bahwa perlu adanya 
kepedulian terhadap situasi hak asasi manusia di 
Rohingga serta mendukung akses bantuan kemanusiaan, 
namun Jepang menolak sanksi tegas terhadap Pemerintah 
Myanmar. Bahkan, Jepang termasuk negara yang abstain 
dalam voting untuk membahas draft resolusi UNGA yang 
diadopsi dari OIC terkait penghentian serangan militer 
dan pemberian status kewarganegaaraan Rohingya. 
Pendekatan ini mirip dengan sejarah pendekatan 
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kebijakan Tokyo untuk Myanmar. Selama periode 
pemerintahan militer, Jepang terutama menekankan 
keterlibatan, menerapkan bantuan kemanusiaan dan 
dukungan bantuan langsung sebagai insentif untuk 
perubahan demokratis dan penghargaan untuk perubahan 
positif. Secara umum Jepang terus mendukung gagasan 
bahwa hubungan bantuan berkelanjutan sangat penting 
untuk mencapai perubahan.  Secara keseluruhan, Jepang 
sering bertujuan untuk menawarkan jalan tengah antara 
perspektif Barat dan Asia, termasuk sanksi. "Cara ketiga" 
Jepang menekankan pada nilai-nilai universal hak asasi 
manusia dan demokrasi sebagai prasyarat untuk 
pembangunan yang stabil di suatu negara, sementara pada 
saat yang sama menolak sanksi serta menekankan 
koorperasi dengan Pemerintah Myanmar untuk 
menyelesaikan krisis ini. Selain, itu Jepang juga 
mengambil jalan tengah ini untuk mempertahankan 
hubungan baik dengan Pemerintah Myanmar dikarenakan 
politik strategis Jepang merespon dominasi China di Asia 
Tenggara (The Japan Times, 2017). 
 Di dalam pertemuan formal 28 September 2017, 
Bolivia mengakui akan adanya deskriminasi terhadap 
minoritas Rohingya serta secara tegas mendesak 
Pemerintah Myanmar untuk menghentikan serangan 
kepada suku tersebut. Bolivia juga berpendapat bahwa 
Pemerintah Myanmar wajib membuka akses terhadap 
bantuan kemanusiaan sebensar- besarnya (UN, 2017). 
Meskipun demikian, Bolivia lebih memilih negosiasi 
diabanding dengan resolusi nyata yang tegas, seperti 
sanksi. Secara tradisional, negara ini  sebenarnya 
mempunyai hubungan yang dekat dengan Amerika 
Serikat. Meskipun demikian, belakangan ini hubungan 
tersebut tidak berjalan dengan baik setelah Bolivia 
memulangkan U.S. ambassador, U.S. law enforcement 
dan juga development cooperation agencies (U.S. 
Departement of State, 2018). Keputusan Bolvia untuk 
berada dikubu tengah ini kemungkinan ada hubungannya 
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dengan hubungan aliansi dengan China yang beberapa 
waktu dekat ini semakin baik  (U.S.Departement of State, 
2018). 
 Pada pertemuan formal 28 September 2017, 
Uruguai dan Ethiopia berada di kubu non- konfrontatif  
dikarenakan keduannya juga mengakui adanya kejahatan 
terhadap hak asasi manusia serta mengutuk aksi militer 
Pemerintah Myanmar. Meskipun demikian, kedua negara 
ini tidak ingin ada kebijakan yang tegas menindak 
Pemerintah Myanmar. Sebaliknya, Uruguai dan Ethiopia 
lebih memilih rekonsialisasi (UN, 2017). 

Prespektif  Negara Pro-Rohingya 
 Negara anggota yang mendukung Rohingya 
biasanya diisi oleh negara Amerika Serikat, negara- 
negara Eropa yang sebagian besar tergabung di dalam 
Uni Eropa, serta negara solidaritas Islam. Negara- negara 
yang tergabung dalam pro- Rohingya ini biasanya 
memiliki kesamaan nilai kolektif bahwa kekerasan yang 
terjadi terhadap Suku Rohingya harus segara diselesaikan 
karena melanggar hukum internasional. Sebagai tindak 
lanjutnya, negara- negara ini menyepakati bahwa 
diperlukan penggunaan tekanan kepada Pemerintah 
Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap Suku 
Rohingya serta mendesak agar UNSC memberikan 
hukuman yang tegas terkait isu ini, seperti menyerahkan 
agenda ini ke ICC dengan sebelumnya membentuk misi 
pencarian bukti kekerasan yang mandiri. Selain itu, 
negara- negara ini juga mendukung rekomendasi yang 
dibuat oleh Advisory Commission of Rakhine State yang 
dipimpin oleh mantan UN Secretary General, Kofi 
Annan 1 . Menurut mereka, jalan damai yang sudah 

                                                           
1 Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi 
Annan mengajukan draft laporan akhir berisi rekomendasi kepad 
otoritas nasional pada 23 Agustus 2017. Laporan ini dibuat setelah 
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ditempuh selama ini tidak mampu lagi memberikan 
dampak dalam penyelesaian krisis. Untuk itu, diperlukan 
aksi yang lebih agresif dalam menekan Pemerintah 
Myanmar.  

1. Amerika Serikat 
 Dalam merespon kekerasan yang ada di 
Rohingya, Amerika Serikat adalah salah satu yang 
menjadi negara terdepan pendukung berhentinya 
deskriminasi dan kekerasan yang diterima Suku 
Rohingya. Amerika Serikat sebenarnya juga 
merupakan negara pertama yang menaruh 
keperhatinan situasi politik dan keamanan di 
Myanmar yang dianggap telah mengancam 
perdamaian internasional. Amerika Serikat 
menyampaikan keprihatinan terhadap situasi miris di 
Myanmar tersebut kepada UNSC dibawah AOB 
sekitar  Juni  2005  (Security Council, 2018). Selain 
itu, negara ini juga berusaha memasukkan Myanmar 
dalam pembahasan formal dewan pada awal 
Desember 2005, meskipun  usulan tersebut akhirnya 
ditolak oleh Aljazair, Brasil, Cina, Jepang dan Rusia. 
Selain itu, Amerika Serikat juga pernah mengajukan 
draft resolusi UNSC terkait situasi hak asasi manusia 
di Myanmar, meskipun pada akhirnya di veto oleh 
China dan Rusia pada 12 Januari 2012 (UN, 2007). 
 Menanggapi kekerasan 25 Agustus 2017 yang 
skalanya telah mendekati crimes against humanity, 

                                                                                                                
melakukan lebih dari 150 konsultasi dan pertemuan yang diadakan 
oleh Komisi Penasihat sejak diluncurkan pada bulan September 2016.  
Dalam prosesnya, Anggota komisi telah melakukan perjalanan 
secara ekstensif di seluruh Negara Bagian Rakhine, dan mengadakan 
pertemuan di Yangon dan Naypyitaw, Indonesia, Thailand, 
Bangladesh, dan Jenewa. Beberapa rekomendasi fokus khusus pada 
verifikasi kewarganegaraan, hak dan persamaan di depan hukum, 
dokumentasi, situasi pengungsi internal dan kebebasan bergerak, 
yang mempengaruhi populasi Muslim secara tidak proporsional. 
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Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence pada 
sebuah wawancara mengatakan bahwa Presiden 
Trump mendesak UNSC untuk memberikan 
keputusan yang tegas (Aljazeera, 2017). Selain itu, 
pada berbagai kesempatan delegasi dari negara ini 
sering kali menyampaikan ketidakpuasannya terhadap 
kebijakan negara pro- Pemerintah Myanmar  yaitu  
China dan Rusia. Departemen Luar Negeri Amerika 
Serikat pernah mengkritik Rusia tentang 
keputusannya untuk menyetujui penjualan senjata 
kepada Pemerintah Myanmar, meskipun 
ditemukannya bukti adanya serangan udara yang 
dilakukan militer terhadap Suku Rohingya. Menurut 
juru bicara Departemen Luar Ngeri Amerika, Heather 
Nauery, kebijakan itu akan menambah intensitas 
krisis di Myanmar (South Front, 2018). Nikki Harley 
yang merupakan perwakilan Amerika Serikat di 
UNSC juga pernah mengungkapkan kekecewaan dan 
kritiknya pada Pemerintah Cina secara tidak langsung 
atas usahanya untuk memblokade kebijakan tegas 
UNSC terhadap Myanmar. Dalam pertemuan 28 
September, Nikki Harley menegaskan bahwa militer 
harus menghentikan segala kekerasan dan juga 
menghimbau dunia internasional untuk tidak takut 
dalam menyebut keadaan disana sebagaimana yang 
terjadi, yaitu kebrutalan dan kampanye ethnic 
cleansing (UN, 2017). Amerika Serikat juga 
menghentikan pertimbangan keringanan perjalanan 
bagi pejabat militer senior dan mantan penjabat 
senior  serta membatalkan undangan untuk pejabat 
militer senior untuk menghadiri acara yang disponsori 
AS (Human Right Watch, 2018). 

 
2. Negara Eropa (terutama anggota Uni Eropa) 

Inggris dan Prancis merupakan negara yang 
memainkan peran sebagai “Pro- Rohingya Leading 
Country”. Meskipun pernah ada ketegangan dengan 
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Perancis paska brexit, Inggris juga beberapa kali 
bekerja sama dengan negara sesama Eropa ini untuk 
mengajukan retensi kasus ke UNSC. Inggris juga  
menyampaikan kritik terhadap Pemerintah Myanmar 
bahwa kekerasan dan deskriminasi berat yang 
diterima Rohingya adalah perbuatan yang tidak bisa 
diterima serta mendesak agar segera permasalahan 
ini segera diselesaikan (The Guardian, 2017). Selain 
mendesak adanya resolusi di level internasional 
dalam UNSC, Inggris juga aktif dalam mendesak 
penghentian kekerasan secara pribadi. Pada bulan 
September 2017, Inggris mengumumkan 
menghentikan semua program kerjasama dengan 
militer Burma setelah kekerasan 25 Agustus 2017. 
Theresa May dalam pidatonya di UN General 
Assembly di New York juga mengatakan bahwa akan 
menunda pelatihan terhadap militer Burma. Ia 
mengatakan bahwa: 

“The British government is announcing today 
that we are going to stop all defence 
engagement and training of the Burmese 
military by the Ministry of Defence until this 
issue is resolved.” (TheGuardian, 2017).) 

 Negara yang masih tergabung dalam Uni 
Eropa juga menaruh perhatian besar pada 
permasalahan ini, seperti Perancis, Swedia dan Italia. 
Sebagaimana EU Charter of Fundamental Rights, 
martabat manusia, kebebasan, demokrasi, kesetaraan, 
aturan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi 
manusia  adalah nilai-nilai ini tertanam secara kuat di 
dalam organisasi ini (EU, n.d.). Nilai kolektif ini 
kemudian mereka bawa dalam merespon kekerasan 
di Krisis Myanmar dalam UNSC. Negara- negara ini 
menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap 
situasi hak asasi manusia di Myanmar tersebut. 
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 Perancis adalah negara yang juga sering 
mengajukan retensi kasus kekerasan ini di UNSC, 
bersama dengan Amerika Serikat dan Inggris. Dalam 
pertemuan formal pertama pada 28 September 2017 
tersebut, Francous Delattre sebagai delegasi Perancis 
mengatakan bahwa: 

“…called for efforts to tackle the root 
causes of the violence, discrimination and 
systematic violation of the rights of the 
Rohingya, who had been denied citizenship 
for decades” 

  Sementara itu. Itali diwakili oleh Sebastiano 
Cardi juga mengingatkan bahwa tugas UNSC adalah 
untuk segera merespon permasalahan ini dan 
mengirimkan pesan kuat dan konstruktive kepada 
Pemerintah Myanmar serta menegaskan bahwa aksi 
penyerangan terhadap minoritas Rohingya tidak bisa 
ditolerasi (UN, 2017). Swedia juga menginginkan 
resolusi tegas yang memberi tekanan nyata pada 
Pemerintah Myanmar. Namun, prioritas pertamanya 
adalah untuk memastikan akses kemanusiaan ke 
Negara Bagian Rakhine. Swedia menuntut agar 
Pemerintah Myanmar memberikan akses 
kemanusiaan segera, penuh, aman dan tanpa 
hambatan. Selain itu, Swedia juga menegaskan di 
dalam petemuan 28 September ini bahwa segala 
bentuk kekerasan harus berhenti. Oloof Skog sebagai 
perwakilan Swedia mengatakan bahwa: 

“…urging the Government to implement 
the recommendations laid out in the 
Advisory Commission on Rakhine State’s 
final report without delay, he said those 
responsible for human rights abuses and 
violations, as well as other crimes, must be 
brought to justice.” (UN, 2017) 
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 Meskipun belum menjadi negara sah 
dibawah Uni Eropa, Ukraina memiliki kesamaan 
nilai dengan negara- negara Eropa lainnya. Dalam 
pertemuan formal 28 September tersebut, delegasi 
Ukraina yaitu Olodymyr Yelchenco mengatakan 
bahwa segala kekerasan yang menargetkan warga 
sipil adalah hal yang tidak bisa diterima serta 
mendesak Pemerintah Myanmar menghentikan 
kekerasan ini. Disamping itu, Yelchenco juga 
mendorong kerjasama Pemerintah Myanmar untuk 
segera mengimplementasi rekomendasi Advisory 
Commission on Rakhine State yang dipimpin oleh 
Kofi Annan (UN, 2017). Stand Ukraina di negara 
pro- Pemerintah Myanmar juga mungkin 
dipengaruhi oleh ketegangan dengan Pemerintah 
Rusia dan relasi baru dengan negara- negara barat 

Negara Solidaritas Islam 

 Negara- negara solidaritas islam yang 
tergabung dalam Organisation of Islamic 
Coorperation (OIC) seperti Kazakhtan, Mesir, 
Senegal tentunya memiliki kesamaan solidaritas 
terhadap muslim Rohingya. Sehingga, mereka 
mendukung penuh intervensi untuk menghentikan 
kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar. OIC 
memang telah bekomitment untuk membantu proses 
penyelesaian permasalahan. Pada 19 September OIC 
juga sempat membahas tentang isu ini di level 
menteri, yang kemudian hasil kolektive pertemuan 
dibawa ke UNSC (UN, 2017). 

 Dalam pertemuan formal 28 September 2017, 
Senegal menegaskan Senegal secara tegas mengutuk 
segala kekerasan terhadap Suku Rohingya dan juga 
mendesak tindakan Pemerintah Myanmar 
menghentikan serangan militer. Fode Seck sebagai 
perwakilan Senegal juga mendorong UNSC untuk 
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segera membuat badan pencarian bukti pelanggaran 
hak asasi manusia dan crimes against humanity 
sebagai batu pijakan sebelum melangkah langkah yang 
lebih tegas (UN, 2017).  
 Mesir sebagai negara yang memiliki hubungan 
dekat dengan Amerika Serikat sekaligus menjadi 
negara yang tergabung dalam negara solidaritas islam 
OIC,  membuat negara ini tidak memiliki alasan lain 
selain mendukung kubu Pro- Rohingya.  Dalam 
pertemuan formal 28 September 2017, Amr Abdellatif 
Aboulatta mengatakan bahwa: 
 

“Hate speech, violence or threat of use of 
violence could not be accepted and must be 
rejected, whether perpetrated by a party or 
Government institutions… called on the 
Government of Myanmar to interact with the 
international community, allow for a high-
level United Nations delegation to visit the 
Rakhine state and work to provide citizenship 
to the Muslim Rohingya” (UN, 2017). 

  Kazakhstan sebagai negara muslim yang 
tergabung dengan OIC juga mendukung adanya 
resolusi yang tegas terkait permasalahan ini. 
Sebagaimana pendapat negara pro- Rohingya lain, 
Kazakhstan juga menginginkan penghentian kekerasan 
dan mendesak Pemerintah Myanmar untuk 
memberikan akses terhadap bantuan kemanusiaan. 
Meskipun demikian, Kazakhstan berusaha menjaga 
hubungan dekat dengan  Rusia sebagai mantan negara 
bagian Uni Soviet (UN, 2017).  

C. Kekuatan China dan Rusia dalam Memblokade 
Resolusi Tegas UNSC 
 Dilihat dari gambar yang menggambarkan proses 
pembuatan keputusan pada sidang UNSC tanggal 28 
September tersebut, maka kita dapat melihat adanya 
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ketimpangan proporsi antara jumlah negara yang Pro- 
Pemerintah Myanmar, Menengah dan Pro- Rohingya. 
Mengingat sampai sekarang belum ada resolusi yang 
tegas berhasil dilahirkan oleh UNSC terkait dengan 
penghentian kekerasan dan juga mininjau crimes agants 
humanity maka dapat diasumsikan bahwa China dan 
Rusia bisa menguasi jalannya sidang walaupun jumlah 
mereka hanya sedikit bila dibandingkan dua kubu yang 
lain. Lantas apakah yang digunakan China dan Rusia 
sebagai alat dalam politisasi ini? 
 Dalam setiap pembahasan yang terkesan 
menyudutkan posisi Myanmar , China dan Rusia selalu 
menegaskan bahwa apa yang harus diperhatikan adalah 
situasi hak asasi manusia dan agar semua bisa berdialog 
aktif dengan Pemerintah Myanmar untuk resolusi 
perdamaian. Mereka juga menegaskan bahwa apa- apa 
yang terjadi di Rakhine adalah permasalahan internal 
yang tidakboleh diintervensi semabrangan. Dilain pihak 
Kubu Rohingya menegaskan bahwa diperlukannya 
kebijakan yang kuat dan tegas untuk merespon kebijakan 
ini, seta mengecam ketidakmampuan Pemerintah 
Myanmar dalam mengontrol militer.Sementara itu, kubu 
menengah tidak terlalu menonjol dan lebih fokus pada 
bantuan kemanusiaan.Perbedaan nilai dan prespektif itu, 
mereka diskusikan dengan saling mengadu argumen 
untuk dapat mencapai konsensus.Permasalahannya, rata- 
rata pembahasan krisis ini menyebaban UNSC terbagi, 
sehingga pada akhirnya menggunakan voting untuk 
mencapai kesepakatan.Untuk alasan itu, China dan Rusia 
akhirnya mencari jalan untuk mempertahankan 
argumennya dalam mendukung aliasinya yaitu Myanmar, 
salah satunya menggunakan ancaman penggunaan hak 
veto. 
 Sebagaimana yang tekah diketahui, dengan 
menjadi anggota tetap di  UNSC, Rusia dan China 
mempunyai hak untuk veto. Dengan demikian, setiap 
keputusan substantive yang ditolak oleh Rusia dan China 
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tidak akan bisa lolos. Hal inilah yang digunakan sebagai 
benteng terakhir dan terkuat kedua aktor ini untuk 
melindungi aliansi mereka Myanmar, jika mereka tidak 
mampu melobi anggota UNSC yang lain.  
  Dikarenakan pertemuan 28 September sudah 
merupakan pertemuan formal, berarti untuk dapat 
membuat draft sangat mungkin terjadi bila ada negara 
yang mau menjadi signature country. Sayangnya, 
meskipun dalam pertemuan ini negara terdepan 
pendukung Rohingya yaitu Amerika Serikat, Perancis dan 
Inggris berulang kali mengekspresikan dibutuhkannya 
draft yang tegas untuk menekan Pemerintah Myanmar, 
realitasnya draft yang bersangkutan tersebut tidak 
akanbisa lolos juga. Ini adalah implikasi dari penolakan 
China dan Rusia.Kedua negara tersebut merupakan 
anggota tetap yang tentunya mempunyai hak 
veto.Sehingga jika nanti draft tetap diajukan, China dan 
Rusia mengancam akan menggunakan hak tersebut. 
 Istilah untuk menyebut  pendekatan China dan 
Rusia untuk “mengancam” demi memenangkan dalam 
proses pembuatan kebijakan di UNSC dalam krisis 
Myanmar ini,  seringkali disebut dengan Pocket Veto 
(Okhovat, 2012). Istilah ini popular karena pada masa 
paska perang dunia, dibandingkan menggunakan hak veto 
dan akhirnya mengundang kritik serta perhatian, mereka 
lebih memillih untuk mengancam terlebih dahulu 
sebelum draft tersebut tawarkan. 
 Ancaman akan melakukan veto draft resolusi 
tersebut digunakan sebagai alat untuk menegaskan 
kekuatan Cina dan Rusia dalam memblokade kebijakan 
tegas terhadap Pemerintah Myanmar. Karena jika Rusia 
dan China benar- benar menolak draft resolusi pada 
sidang UNSC, maka draft tersebut tetap tidak bisa 
disetujui. Sebab, untuk meloloskan draft resolusi menjadi 
resolusi dibutuhkan sekurang- kurangnya sembilan vote 
termasuk Concurring vote (abstain) dan tidak ada veto 
dari permanen member. Situasi ini menjadi dasar dari 
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banyak pihak yang menganggap sistem UNSC  sendirilah 
yang menghalangi kinerja UNSC.Sebab, sistem ini 
memungkinkan negara anggota permanen untuk hanya 
menyutujui draft yang sesuai dengan kepentingannya atau 
kepentingan aliansinya. 
 Sejak pembentukan Dewan Keamanan, anggota 
tetap memang melakukan praktik penyalahgunaan 
kekuatan veto dari alasan awal  diadakannya hak itu 
dalam Piagam PBB. Meskipun pada masa paska perang 
dunia pengguaaan veto jarang dilemparkan secara 
langsung, namun nyatanya hal ini tidak menjadi 
penghalang untuk memanfaatkan hak ini demi 
kepentingan pribadi dengan carapocket veto (Okhovat, 
2012). 
 Dengan demikian, penggunaan pocket veto inilah 
bukti bahwa dan Rusia berusaha memanfatkan kelemahan 
sistem yang ada di UNSC sendiri untuk dapat 
mendapatkan kepentingannya yaitu melindungi Myanmar 
dari segala resolusi tegas UNSC..Pada dasarnya, praktik 
inilah yang sering menjadi penghalang keefektifan UNSC 
menjalankan tugas- tugasnya. Selain pada kekerasan dan 
Krisis Myanmar, pola yang sama juga ditemukan dalam 
pembahasan tentang status legal Yarussalem dan juga 
Penyerangan Israel terhadap Palestina. Mirisnya, kedua 
pembahasan terebut juga memakan waktu yang lama. 
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